








Pasal 4
Evaluasi terhadap Dewan Pengawas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling sedikit dilakukan
dengan mengkaji/ meneliti aspek:
a. laporan Dewan Pengawas;
b. realisasi  Indikator Pencapaian Kinerja (Key
Performance Indicators) Dewan Pengawas; dan
c. kepatuhan Dewan Pengawas terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Indikator evaluasi dalam setiap aspek sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan contoh
kertas kerja dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
Pelaksanaan evaluasi terhadap Dewan Pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui
penilaian oleh evaluator.
Dalam melakukan penilaian, evaluator dapat meminta
masukan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas.
Hasil evaluasi terhadap Dewan Pengawas dapat menjadi
pertimbangan bagi Menteri/Pimpinan Lembaga dan/atau
Menteri Keuangan untuk melakukan penggantian atau

pemberhentian anggota Dewan Pengawas.

Pasal 5

Evaluasi terhadap Dewan Pengawas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan oleh

pembina keuangan sebagai evaluator, dengan cara:

a. menguji kesesuaian laporan Dewan Pengawas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, dan

b. menguji kepatuhan penyampaian Laporan Dewan
Pengawas pada sistem informasi yang dibangun oleh
Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal

Perbendaharaan.



Evaluasi terhadap Dewan Pengawas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan contoh
kertas kerja yang tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Direktur Jenderal ini.

Pasal 6
Evaluasi terhadap Dewan Pengawas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan oleh
pembina keuangan dan/atau pembina teknis sebagai
evaluator dengan cara melakukan reviu realisasi Indikator
Pencapaian Kinerja Dewan Pengawas.
Indikator Pencapaian Kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tertuang dalam kontrak kinerja antara
Dewan Pengawas dengan Menteri/Pimpinan Lembaga
sebagai pembina teknis.
Indikator Pencapaian Kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat menggunakan contoh kertas kerja
yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur
Jenderal ini.
Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mendelegasikan
penandatangan kontrak kinerja kepada pejabat eselon I
yang ditunjuk sebagai pembina teknis.
Selain Indikator Pencapaian Kinerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Menteri/Pimpinan Lembaga
dapat menetapkan indikator pencapaian kinerja
tambahan dengan mempertimbangkan masukan Dewan
Pengawas dan/atau Kementerian Keuangan.
Hasil reviu realisasi Indikator Pencapaian Kinerja Dewan
Pengawas dituangkan dalam Hasil Reviu sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
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